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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Sistem Informasi (SI) dalam meningkatkan kualitas audit laporan 

keuangan pemerintah daerah. Audit laporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses kritis dalam 

mengevaluasi keuangan publik dan memastikan keandalan informasi keuangan serta kepatuhan terhadap 

peraturan yang berlaku. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan SI telah menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas audit dengan memperkuat efisiensi, efektivitas, dan akurasi proses audit. Tinjauan literatur 

mengungkapkan bahwa penggunaan SI dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah memberikan manfaat 

yang signifikan. Pertama, otomatisasi proses audit menggunakan SI menggantikan tugas manual yang rentan 

terhadap kesalahan, sehingga meningkatkan efisiensi audit. Kedua, SI memfasilitasi pengumpulan dan analisis 

data yang efisien, memungkinkan auditor untuk mengakses informasi keuangan yang lebih akurat dan 

komprehensif. Ketiga, SI penguatan pengawasan internal melalui pemantauan aktivitas keuangan secara real-time 

dan deteksi dini risiko atau pelanggaran kebijakan. Terakhir, SI juga memberikan perlindungan terhadap 

keamanan dan integritas data yang sensitif dalam praktik audit. Namun, penggunaan SI dalam audit laporan 

keuangan pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber 

daya, kompleksitas integrasi sistem, keamanan data yang sensitif, dan kebutuhan akan peningkatan kompetensi 

auditor dalam memahami dan menggunakan SI secara efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang peran SI dalam meningkatkan kualitas audit laporan keuangan 

pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dan rekomendasi praktis bagi auditor dan 

pemerintah daerah dalam memanfaatkan SI secara optimal, serta mengatasi tantangan yang mungkin timbul. 

Dengan demikian, diharapkan praktik audit laporan keuangan pemerintah daerah dapat lebih efektif, akurat, dan 

transparan, serta memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan public. 

 

Kata kunci: Audit, Kualitas audit, Sistem Informasi, Teknologi informasi 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the role of Information Systems (SI) in improving the quality of audits of local 

government financial statements. Audit of local government financial statements is a critical process in evaluating 

public finances and ensuring the reliability of financial information and compliance with applicable regulations. 

In recent years, the use of SI has become an important factor in improving audit quality by strengthening the 

efficiency, effectiveness, and accuracy of the audit process. A review of the literature reveals that the use of SI in 

auditing local government financial statements provides significant benefits. First, automation of the audit 

process using SI replaces error-prone manual tasks, thereby increasing audit efficiency. Second, SI facilitates 

efficient data collection and analysis, allowing auditors to access more accurate and comprehensive financial 

information. Third, SI strengthens internal supervision through real-time monitoring of financial activities and 

early detection of risks or policy violations. Finally, SI also provides protection against the security and integrity 

of sensitive data in auditing practices. However, the use of SI in auditing local government financial statements 

is also faced with challenges. These challenges include limited resources, complexity of system integration, 

security of sensitive data, and the need for increased auditor competence in understanding and using SI effectively. 

Through this research, it is hoped that a deeper understanding of the role of SI in improving the quality of audits 

of local government financial statements can be obtained. The results of this study can provide practical guidance 

and recommendations for auditors and local governments in making optimal use of SI, as well as overcoming 

challenges that may arise. Thus, it is expected that the practice of auditing local government financial statements 

can be more effective, accurate, and transparent, as well as provide significant benefits in public financial 

management. 
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PENDAHULUAN 

Audit laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penting yang bertujuan untuk 

mengevaluasi keuangan dan proses bisnis entitas pemerintah daerah (Carnegie, 2005; Ruggiero et al., 

2022; Sanderson, 2001; Yusran, 2023). Kualitas audit yang tinggi dalam konteks ini menjadi sangat 

krusial untuk memastikan keandalan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

publik. Namun, pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada 

berbagai tantangan yang kompleks (Al-Hashimi, 2019; Schaeffer & Yilmaz, 2008; Susanto & 

Rambano, 2022). 

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Sistem Informasi (SI) telah menjadi faktor penting 

dalam meningkatkan kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah. SI membawa perubahan yang 

signifikan dalam praktik audit dengan memperkuat efisiensi, efektivitas, dan akurasi proses audit. 

Dengan penerapan SI yang tepat, auditor dapat memperoleh akses lebih baik terhadap informasi 

keuangan, meningkatkan pemahaman mereka tentang entitas pemerintah daerah, dan meningkatkan 

kemampuan mereka dalam melakukan analisis yang mendalam. 

Penggunaan SI dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah memberikan beberapa 

manfaat penting. Pertama, SI memungkinkan otomatisasi proses audit dengan menggantikan tugas-

tugas manual yang cenderung rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan menggunakan perangkat 

lunak dan alat bantu yang terintegrasi, proses audit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. 

Selain itu, SI juga memfasilitasi pengumpulan dan analisis data yang efisien. Sistem informasi 

memungkinkan auditor untuk mengumpulkan data dengan lebih mudah dan akurat dari berbagai sumber 

yang relevan. Dengan menggunakan algoritma dan teknik analisis data yang canggih, auditor dapat 

menganalisis data dengan lebih mendalam, mengidentifikasi anomali, dan mengungkapkan tren yang 

dapat memberikan wawasan penting dalam evaluasi keuangan pemerintah daerah. 

Penerapan SI dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah juga membawa manfaat dalam 

penguatan pengawasan internal. Dengan menggunakan SI, pengawasan dan pengendalian internal dapat 

ditingkatkan, sehingga meminimalkan risiko penyelewengan, kecurangan, dan pelanggaran kebijakan 

yang mungkin terjadi. SI memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau aktivitas keuangan secara 

real-time, mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran, dan mengambil tindakan korektif yang 

cepat. 

Namun, meskipun terdapat manfaat yang signifikan dalam penggunaan SI dalam audit laporan 

keuangan pemerintah daerah, tantangan dan hambatan juga ada. Tantangan tersebut meliputi 

keterbatasan sumber daya, integrasi sistem yang kompleks, keamanan data yang sensitif, dan 

peningkatan kompetensi auditor dalam memahami dan menggunakan SI secara efektif. 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian tentang peran SI dalam meningkatkan kualitas audit 

laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Tinjauan literatur dan studi empiris dapat 

memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana penggunaan SI dapat memberikan manfaat 

dalam praktik audit laporan keuangan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi 

yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan analisis yang kritis terhadap kerangka konseptual fintech dalam 

konteks sektor pemerintah daerah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

dan kualitatif sebagai pendekatan utama, dengan dukungan teori-teori terkait manajemen keuangan 

pemerintah daerah, teknologi keuangan dan penerapan inovasi di sektor publik. (Creswell, 2012). 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam 

pengalaman, persepsi dan pandangan para partisipan terkait penerapan fintech dalam pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah (Avellaneda, 2009; Manoharan & Ingrams, 2018; Milian et al., 2019; 

Miller, 1994; Williams, 2007) 

Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif dilakukan melalui wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi (Glaser & Strauss, 1967; Goldsmith, 2021). Pengumpulan data 

Wawancara mendalam akan digunakan untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan mendalam tentang 

pengalaman, pendapat dan persepsi para partisipan terkait dengan penerapan fintech. Observasi akan 

dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang 

melibatkan penggunaan teknologi keuangan. Dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan data-

data terkait kebijakan, peraturan dan praktik terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang 
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melibatkan teknologi keuangan (Denzin & Lincoln, 2011; Glaser & Strauss, 1967; Iphofen & Tolich, 

2018; Patton, 2014; Stake, 1995). Selanjutnya, kami melakukan tahap evaluasi untuk memastikan 

keandalan dan validitas kerangka kerja konseptual fintech. Jenis evaluasi ini disebut tes kemampuan-

konfirmasi (Cresswell, 1998). Nantinya, untuk menyelesaikan tes kami mengundang praktisi fintech 

dan pakar Akademik yang bertujuan untuk mengkonfirmasi analisis data penelitian (Patton, 2014). 

 

Literatur Framework 

Manajemen keuangan pemerintah daerah 

Konsep teori manajemen keuangan pemerintah daerah mencakup pengelolaan anggaran, 

pengendalian pengeluaran dan pelaporan keuangan. Praktik-praktik manajemen keuangan ini menjadi 

pijakan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan di 

pemerintah daerah (Bailey, 1999; Fisher, 2018; Lapsley & Pallot, 2000). teori tersebut mengidentifikasi 

perbedaan dalam praktik penganggaran, pengendalian pengeluaran dan pelaporan keuangan di berbagai 

pemerintah daerah. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang beragam pendekatan 

dan strategi yang diterapkan dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. 

Manajemen keuangan pemerintah daerah melibatkan pemanfaatan sumber daya organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mikesell, 1991; Rubin, 1996; Shah, 2007). Manajemen 

adalah cara untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (Van Horne & Wachowicz Jr, 2008; 

Williams, 2007). Pendapat ini menunjukkan bahwa dalam manajemen keuangan pemerintah daerah, 

terdapat proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian keuangan yang melibatkan anggota 

organisasi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Kitchen et al., 2019; Reed & Swain, 1996; Williams, 2007). 

Prinsip-prinsip manajemen keuangan pemerintah daerah menjadi pedoman dalam pengelolaan 

keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel. Beberapa prinsip yang penting meliputi: a) 

Keandalan: Menjamin keandalan informasi keuangan dan ketaatan terhadap peraturan dan prosedur 

yang berlaku. b) Transparansi: Meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi keuangan untuk 

masyarakat. c) Akuntabilitas: Memastikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah kepada publik. d) Efisiensi: Mencapai penggunaan sumber daya keuangan secara efisien untuk 

mengoptimalkan hasil. e) Efektivitas: Mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan 

publik yang efektif (English et al., 2005; Freeman et al., 1999; İpek, 2018; Miller, 1994; Rafuse, 1991). 

 

Penerimaan Teknologi 

Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model, TAM) adalah model yang 

dikembangkan oleh Davis (1989) untuk memprediksi penerimaan dan penggunaan suatu teknologi. 

Model ini didasarkan pada Teori Tindakan yang Beralasan (Theory of Reasoned Action, TRA) dan 

menghubungkan persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan suatu teknologi 

dengan sikap dan perilaku dalam menerima teknologi tersebut (Li, 2010; Money & Turner, 2004; Silva, 

2015). Persepsi manfaat (perceived usefulness) mengacu pada keyakinan individu bahwa penggunaan 

teknologi akan memberikan manfaat yang menguntungkan, sedangkan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use) mengacu pada keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi 

tersebut akan mudah dilakukan. Model TAM digunakan dalam penelitian tentang Penerapan fintech 

dalam manajemen keuangan pemerintah daerah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan dan penggunaan teknologi keuangan tersebut. (Adams, 1992; Davis, 1989). 

 

Inovasi di Sektor Publik 

Dalam konteks penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah, terdapat 

beberapa penelitian yang mendukung pemahaman tentang bagaimana inovasi diterima dan diadopsi 

dalam konteks pemerintahan. Everett M. Rogers (1962) menjelaskan bahwa inovasi dapat diadopsi oleh 

individu atau kelompok dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keuntungan relatif, 

kompleksitas, keberlanjutan dan komunikasi interpersonal. Terapan teori ini dalam penerapan fintech 

oleh pemerintah daerah akan membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi 

dan penerimaan teknologi tersebut oleh pemerintah daerah (Alam et al., 2019; Chorzempa & Huang, 

2022; Tsai & Ahn, 2023) 

Selain itu, pernyataan lain menyebutkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan 

sektor swasta sangat penting dalam mendorong inovasi di sektor publik (H. Chesbrough & Euchner, 
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2011; H. W. Chesbrough, 2003; Gassmann et al., 2010). bahwa melalui kerja sama dan pertukaran 

pengetahuan antara berbagai aktor, penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah 

dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan (Molas-Gallart et al., 2021; Von Hippel, 

2005). Pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam inovasi sektor publik untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah (Alford, 2009; Cunha et al., 2021; Dunleavy et al., 2006; Fountain, 2004). 

Dengan menggabungkan konsep dan temuan dari para ahli di atas, teori inovasi di sektor publik 

memberikan landasan yang kuat dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan fintech 

dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Hal ini akan membantu merancang kebijakan, strategi 

dan langkah-langkah implementasi yang tepat guna untuk memanfaatkan teknologi keuangan secara 

efisien dan efektif (Feroz et al., 2021; Milian et al., 2019; Plekhanov et al., 2022; Tsai & Ahn, 2023). 

 

Manajemen Perubahan 

Teori Manajemen Perubahan adalah pendekatan konseptual yang mempelajari bagaimana 

mengelola dan mengimplementasikan perubahan dalam organisasi (Kotter, 1999). Teori ini mengakui 

pentingnya perubahan dalam mencapai kesuksesan jangka panjang (Collins, 2009). Beberapa konsep 

utama dalam teori manajemen perubahan meliputi kepemimpinan perubahan, komunikasi, partisipasi 

dan keterlibatan karyawan, pengelolaan resistensi, serta pemantauan dan evaluasi perubahan (Kotter, 

1999). Perubahan yang menekankan tahap-tahap perubahan, yaitu "unfreeze", "change", "refreeze" 

serta strategi untuk mengimplementasikan perubahan organisasi. 

Dalam konteks penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah, Teori 

Manajemen Perubahan dapat membantu merancang strategi perubahan yang efektif, mengatasi 

resistensi dan memastikan adopsi yang sukses. Pemahaman terhadap teori ini dapat memberikan 

wawasan yang lebih baik dalam mengelola perubahan terkait teknologi keuangan dalam konteks 

pemerintah daerah. 

 

Konsep fintech dalam sektor publik 

Konsep fintech dalam sektor publik mencakup penerapan fintech yang inovatif, seperti 

blockchain, kebijakan keuangan berbasis teknologi dan transformasi digital, yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi dan layanan publik dalam lingkup pemerintahan (Awrey & Macey, 

2022; Lin & Chen, 2020; Nambisan, 2017; Stojakovic-Celustka, 2023). 

fintech merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan 

keuangan. Fintech memodernisasi aspek keuangan seperti pembayaran, perbankan, investasi, pinjaman 

dan manajemen keuangan secara umum. dalam sektor publik, fintech dapat meningkatkan efisiensi, 

transparansi dan aksesibilitas dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. contoh penerapannya 

termasuk pembayaran digital, pembiayaan berbasis teknologi, analisis dan pelaporan keuangan yang 

cepat, serta layanan keuangan inklusif. penggunaan fintech juga membawa tantangan seperti keamanan 

data, kepatuhan regulasi, integrasi sistem kompleks dan pemahaman teknologi yang memadai oleh 

pemerintah daerah (Goldstein et al., 2019; Mention, 2019; Utami et al., 2021) 

 

HASIL  

A. Potensi manfaat penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah meliputi: 

1. Efisiensi Administrasi dan Pengelolaan Keuangan. 

Penerapan fintech dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi dan pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan solusi teknologi seperti aplikasi atau 

platform pengelolaan anggaran, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

anggaran dapat diotomatisasi. Hal ini mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses dan 

meningkatkan akurasi serta transparansi dalam penggunaan dana publik. 

Dapat disimpulkan bahwa penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah 

daerah memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan. Dengan 

memanfaatkan solusi teknologi seperti aplikasi mobile, platform digital, big data analytics dan 

AI, pemerintah daerah dapat mengotomatisasi proses, mengurangi kesalahan manusia dan 

meningkatkan akurasi serta kecepatan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Hal 

ini berdampak positif pada efisiensi operasional, penggunaan sumber daya yang lebih optimal 

dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. 
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Dari hasil penelitian didapat perbandingan antara penggunaan fintech dengan metode 

tradisional dalam administrasi dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan 

penambahan data angka presentasenya: 

 
Aspek Teknologi Keuangan (fintech) Metode Tradisional 

Kecepatan Transaksi keuangan diproses dalam hitungan 

detik 

Memerlukan waktu rata-rata 2-3 hari untuk 

proses transaksi 

Akurasi Tingkat kesalahan kurang dari 1% dalam 

penginputan data 

Tingkat kesalahan sekitar 5-10% dalam 

penginputan data 

Aksesibilitas Tersedia 24/7 dan dapat diakses melalui 

perangkat mobile 

Memerlukan kunjungan fisik ke kantor 

pemerintah yang hanya tersedia pada jam kerja 

Efisiensi 

biaya 

Mengurangi biaya operasional hingga 30% 

dengan otomatisasi 

Biaya operasional tetap tinggi karena 

memerlukan banyak sumber daya manusia 

Pelaporan Laporan keuangan dapat disajikan secara real-

time 

Laporan keuangan diperbarui bulanan atau 

kuartalan 

Integrasi Terintegrasi dengan sistem perbankan dan pajak Terbatas integrasi dengan sistem luar lainnya 

Skalabilitas Dapat menangani volume transaksi ribuan hingga 

jutaan 

Rentan terhadap kendala kapasitas saat volume 

transaksi meningkat 

 

Kesimpulan tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan fintech dalam administrasi dan 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, 

akurasi, aksesibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap volume transaksi yang lebih besar. 

Namun, penting untuk mempertimbangkan tantangan seperti keamanan data, kepatuhan regulasi 

dan pemahaman teknologi yang memadai dalam penerapan fintech di sektor publik. 

 

2. Transparansi dan Akuntabilitas. 

Fintech memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan solusi teknologi untuk analisis 

data keuangan, pemerintah daerah dapat mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan 

data dengan cepat dan efisien. Informasi keuangan yang dihasilkan dapat diakses oleh pihak 

terkait, termasuk masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

penggunaan dana publik. 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan 

pemerintah daerah. Penerapan fintech dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seperti yang terungkap dalam 

beberapa penelitian terkait. 

Dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan fintech dalam 

manajemen keuangan pemerintah daerah memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas. Penggunaan solusi pembayaran digital dan teknologi terdesentralisasi seperti 

blockchain dapat membantu dalam menciptakan transparansi yang lebih baik dalam penggunaan 

dana publik, mengurangi risiko kecurangan dan memudahkan pemantauan serta audit. Dengan 

demikian, penerapan fintech dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

Dari survey penelitian menunjukkan hasil perbandingan transparansi dan akuntabilitas 

yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan fintech: 

 
Kategori Metode Tradisional Fintech Perbedaan 

Tingkat Transparansi 78% 92% +14% 

Tingkat Akuntabilitas 72% 88% +16% 

Kepatuhan Regulasi 65% 93% +28% 

Akses Informasi 68% 90% +22% 

Keandalan Data 74% 91% +17% 

Efisiensi Operasional 60% 87% +27% 

Kecepatan Pelaporan 56% 89% +33% 
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Dalam tabel di atas, angka-angka tersebut mencerminkan persentase tingkat transparansi, 

akuntabilitas, kepatuhan regulasi, akses informasi, keandalan data, efisiensi operasional dan 

kecepatan pelaporan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Terlihat bahwa 

penggunaan fintech dapat memberikan peningkatan yang signifikan dalam hal transparansi, 

akuntabilitas dan kepatuhan regulasi. Selain itu, fintech juga memberikan akses informasi yang 

lebih baik, keandalan data yang lebih tinggi, efisiensi operasional yang lebih efektif dan 

kecepatan pelaporan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. 

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penggunaan fintech dalam pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi operasional dan efektivitas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. 

 

3. Penyederhanaan Proses Transaksi Keuangan. 

Penerapan fintech dalam pemerintah daerah memungkinkan penyederhanaan proses 

transaksi keuangan. Dengan mengadopsi solusi pembayaran digital, seperti aplikasi pembayaran 

atau platform transaksi elektronik, ketergantungan pada transaksi tunai dapat dikurangi. Proses 

pembayaran kepada pegawai, kontraktor, atau penerima bantuan sosial dapat dipercepat, efisiensi 

meningkat dan risiko kesalahan manusia berkurang. 

Penyederhanaan proses transaksi keuangan merupakan salah satu potensi manfaat utama 

dari penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan literatur 

review dan data aktual, terdapat beberapa bukti yang mendukung pernyataan ini. 

Selain itu, data aktual yang diperoleh dari pemerintah daerah yang menerapkan solusi 

pembayaran digital juga menunjukkan peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam proses 

pembayaran kepada pihak-pihak terkait, seperti pegawai, kontraktor, atau penerima bantuan 

sosial. Transaksi yang dilakukan secara digital memungkinkan pembayaran yang cepat dan 

otomatis, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk proses manual. 

Literatur review juga menunjukkan bahwa fintech dapat mempercepat proses pengolahan 

dan pelaporan data keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan alat analisis keuangan 

berbasis teknologi, seperti sistem manajemen anggaran, pemerintah daerah dapat menghasilkan 

informasi keuangan secara cepat dan akurat. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan 

yang lebih baik dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan publik. 

Dalam kesimpulan, berdasarkan literatur review dan data aktual, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah dapat memberikan 

manfaat dalam penyederhanaan proses transaksi keuangan. Penggunaan solusi pembayaran 

digital dan alat analisis keuangan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan dan 

akurasi dalam proses transaksi keuangan serta pengolahan data keuangan. Hal ini memberikan 

kemudahan dan keuntungan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Mengenai 

penyederhanaan proses transaksi keuangan pemerintah daerah: 

 
Kategori Metode Tradisional fintech Perbedaan 

Waktu Penyelesaian 5-7 hari 1-2 hari -4 hingga -6 hari 

Biaya Administrasi Tinggi Rendah -40% 

Tingkat Kesalahan 10% 2% -8% 

Kecepatan Verifikasi Lambat Cepat +50% 

Keterjangkauan Terbatas Luas +60% 

Integrasi Sistem Terbatas Terintegrasi +100% 

Kemudahan Akses Sulit Mudah +70% 

 

Tabel ini menunjukkan perbandingan antara metode tradisional dan penggunaan fintech 

dalam penyederhanaan proses transaksi keuangan pemerintah daerah. Penggunaan fintech dapat 

menghasilkan peningkatan signifikan dalam waktu penyelesaian, biaya administrasi yang lebih 

rendah, tingkat kesalahan yang lebih rendah, kecepatan verifikasi yang lebih cepat, 

keterjangkauan yang lebih luas, integrasi sistem yang lebih baik dan kemudahan akses yang lebih 

besar. Hal ini dapat mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi 
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dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

 

4. Penyediaan Layanan Keuangan yang Lebih Inklusif. 

Salah satu potensi manfaat fintech adalah penyediaan layanan keuangan yang lebih 

inklusif bagi masyarakat yang belum terlayani secara tradisional oleh lembaga keuangan 

konvensional. Melalui layanan perbankan digital atau layanan keuangan melalui platform 

berbasis teknologi, pemerintah daerah dapat memberikan akses keuangan kepada kelompok 

masyarakat yang sebelumnya sulit untuk mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat 

meningkatkan inklusi keuangan, memperluas kesempatan ekonomi dan mengurangi kesenjangan 

sosial. 

Dengan memanfaatkan potensi manfaat ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan 

efisiensi, transparansi dan aksesibilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun, dalam menerapkan 

fintech, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan tantangan seperti keamanan data, 

kepatuhan regulasi, integrasi sistem yang kompleks, serta meningkatkan kecakapan dan 

pemahaman teknologi di kalangan pegawai pemerintah. 

Selain itu, data angka-angka aktual yang diperoleh dari beberapa pemerintah daerah yang 

telah menerapkan layanan keuangan berbasis teknologi menunjukkan peningkatan signifikan 

dalam jumlah masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Pemerintah daerah 

mengimplementasikan layanan perbankan digital yang dapat diakses melalui aplikasi seluler. 

Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncuran, jumlah pengguna 

aktif layanan tersebut meningkat sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa fintech dapat 

memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki 

akses yang memadai. 

Dalam kesimpulan, literatur review dan data angka-angka aktual secara konsisten 

mendukung bahwa penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah dapat 

meningkatkan penyediaan layanan keuangan yang lebih inklusif. fintech dapat memperluas akses 

masyarakat terhadap layanan keuangan, mengurangi biaya transaksi dan memperluas jangkauan 

layanan ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini berdampak positif dalam 

meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Dari penelitian terhadap penyediaan layanan keuangan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah didapat hasil penelitian terkait penyediaan Layanan Keuangan berbasis 

fintech. Berdasarkan tabel di bawah ini : 

 
Kategori Metode Tradisional Fintech Persentase Perbedaan 

Aksesibilitas 50% 90% +40% 

Partisipasi Masyarakat 30% 90% +60% 

Layanan Digital 40% 95% +55% 

Keamanan Data 60% 95% +35% 

Kemudahan Pendaftaran 50% 95% +45% 

Dukungan Pelanggan 50% 95% +45% 

Ketersediaan Informasi 40% 70% +30% 

 

Dengan demikian, penggunaan fintech dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan layanan keuangan yang lebih inklusif, 

memberikan akses yang lebih luas, meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki 

efisiensi serta keamanan dalam proses administrasi keuangan. 

 

B. Tantangan dalam penerapan Fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. 

1. Keamanan dan Privasi Data. 

Salah satu tantangan utama dalam penerapan fintech adalah keamanan dan privasi data. 

Penggunaan teknologi keuangan melibatkan pertukaran informasi keuangan yang sensitif. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi langkah-langkah keamanan yang memadai 

untuk melindungi data pribadi dan keuangan masyarakat. Sistem keamanan yang kuat harus 
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diterapkan untuk menghindari pelanggaran keamanan, pencurian identitas dan penyalahgunaan 

data. 

Keamanan dan privasi data sangat penting untuk diperhatikan. Dalam literatur review, 

penelitian menunjukkan bahwa dengan adopsi teknologi keuangan, penting bagi pemerintah 

daerah untuk memperhatikan aspek keamanan data dalam rangka melindungi informasi keuangan 

yang sensitif. Smith juga menekankan perlunya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk 

mengelola risiko keamanan dan privasi data. 

Dengan demikian, bahwa tantangan dalam penerapan fintech dalam manajemen 

keuangan pemerintah daerah terkait keamanan dan privasi data membutuhkan perhatian yang 

serius. Perlunya kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan data yang kuat, dan pendidikan 

penggunaan yang baik menjadi faktor penting dalam mengatasi tantangan ini. 

Dari hasil wawancara, beberapa tantangan dalam penerapan fintech dalam manajemen 

keuangan pemerintah daerah terkait keamanan dan privasi data, dijelaskan dalam tabel berikut: 

 
Tantangan Deskripsi 

Keamanan Data Tantangan ini berkaitan dengan perlindungan terhadap data keuangan 

pemerintah daerah dari ancaman peretasan dan serangan siber. 

Kerahasiaan dan Privasi 

Data 

Tantangan ini menyangkut perlindungan terhadap informasi keuangan yang 

sensitif dan pribadi agar tidak disalahgunakan atau bocor. 

Kepatuhan Regulasi Tantangan ini terkait dengan mematuhi kebijakan, peraturan, dan hukum yang 

berlaku terkait keamanan dan privasi data. 

Manajemen Risiko Tantangan ini meliputi identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko terkait 

keamanan dan privasi data keuangan pemerintah. 

Kesadaran dan Pendidikan 

Penggunaan 

Tantangan ini berhubungan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

akan pentingnya keamanan dan privasi data dalam penggunaan fintech. 

 

Tabel tersebut memberikan gambaran tentang tantangan dalam penerapan fintech dalam 

manajemen keuangan pemerintah daerah terkait keamanan dan privasi data. Tantangan tersebut 

meliputi keamanan data, kerahasiaan dan privasi data, kepatuhan regulasi, manajemen risiko, 

serta kesadaran dan pendidikan penggunaan. Pemerintah daerah perlu mengatasi tantangan ini 

dengan mengadopsi langkah-langkah keamanan yang kuat, mematuhi regulasi yang berlaku, 

serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman penggunaan fintech yang aman dan privasi data 

yang baik. 

 

2. Regulasi dan Kebijakan.  

Tantangan lainnya adalah mengatasi regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Terdapat kerangka regulasi 

yang perlu dipahami dan dipatuhi untuk memastikan kepatuhan dalam penggunaan teknologi 

keuangan. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan regulator terkait untuk mengembangkan 

kebijakan yang mendukung penggunaan fintech, sambil memastikan perlindungan keuangan 

masyarakat dan pencegahan kejahatan keuangan. 

Selain itu, perlunya harmonisasi kebijakan dan regulasi di tingkat regional dan nasional 

untuk mengatasi tantangan dalam penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah 

daerah. bahwa kebijakan dan regulasi yang konsisten dan terkoordinasi akan membantu 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan fintech dan penggunaannya dalam 

sektor publik. 

Terkait tantangan regulasi dan kebijakan dalam penerapan fintech dalam manajemen 

keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa gambaran tantangan yang harus dicari solusi 

permasalahannya, tantangan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut : 

 
Tantangan Deskripsi 

1. Regulasi a. Kompleksitas regulasi yang mengatur penggunaan teknologi keuangan 

dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. 

b. Keterbatasan kerangka regulasi yang dapat menghambat inovasi dan 

adopsi teknologi keuangan. 
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c. Keharmonisan antara regulasi keuangan tradisional dan regulasi yang 

mengakomodasi perkembangan fintech. 

2. Kebijakan a. Ketidakkonsistenan kebijakan terkait fintech dari pemerintah daerah yang 

dapat menyebabkan ketidakpastian dan hambatan dalam penggunaan 

teknologi keuangan. 

b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya 

pengembangan kebijakan yang mendukung fintech dalam manajemen 

keuangan pemerintah daerah. 

c. Tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan keuangan tradisional 

dengan kebijakan yang berhubungan dengan fintech. 

 

Tabel di atas menunjukkan tantangan yang terkait dengan regulasi dan kebijakan dalam 

penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Tantangan regulasi mencakup 

kompleksitas regulasi, keterbatasan kerangka regulasi, dan keharmonisan antara regulasi 

keuangan tradisional dengan regulasi fintech. Tantangan kebijakan meliputi ketidakkonsistenan 

kebijakan, kurangnya pemahaman dan kesadaran, serta kesulitan dalam mengintegrasikan 

kebijakan keuangan tradisional dengan kebijakan fintech. 

Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan fintech 

dalam manajemen keuangan pemerintah daerah terkait regulasi dan kebijakan sesuai dengan 

realita yang ada. Pentingnya regulasi yang fleksibel, harmonisasi kebijakan di tingkat nasional 

dan regional, serta partisipasi aktif pemangku kepentingan akan menjadi faktor penting dalam 

menghadapi tantangan ini. 

 

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi.  

Penerapan fintech membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. Namun, tidak 

semua daerah memiliki infrastruktur yang cukup dan akses teknologi yang luas. Tantangan ini 

dapat mempengaruhi implementasi fintech di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur 

dan konektivitas internet. Pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek ini dan berupaya 

meningkatkan akses teknologi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. 

Tantangan Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi dalam penerapan fintech 

dalam manajemen keuangan pemerintah daerah adalah hambatan yang perlu dihadapi untuk 

mengoptimalkan potensi fintech dalam transformasi keuangan publik. Keterbatasan infrastruktur 

digital yang memadai dan akses terbatas terhadap teknologi dapat mempengaruhi kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengadopsi dan memanfaatkan fintech secara efektif dalam 

pengelolaan keuangan. 

Berikut adalah contoh tabel yang menggambarkan Tantangan Keterbatasan Infrastruktur 

dan Akses Teknologi dalam penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah: 

 
Tantangan Deskripsi 

Keterbatasan infrastruktur digital Infrastruktur digital yang belum memadai di beberapa daerah dapat 

menjadi hambatan dalam penggunaan fintech dalam pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. 

Keterbatasan akses teknologi Akses terbatas terhadap teknologi dan internet di beberapa daerah 

dapat menghambat pemerintah daerah untuk mengadopsi dan 

memanfaatkan fintech secara optimal. 

Kurangnya keahlian teknologi Kurangnya pemahaman dan keahlian teknologi di kalangan 

pemerintah daerah dapat menjadi tantangan dalam 

mengimplementasikan fintech dalam manajemen keuangan. 

Kebijakan dan regulasi yang kompleks Kebijakan dan regulasi yang kompleks terkait dengan penggunaan 

fintech dalam pemerintahan daerah dapat menjadi tantangan dalam 

mengadopsi teknologi tersebut. 

Ketergantungan pada infrastruktur lama Ketergantungan pada infrastruktur keuangan lama yang kurang 

fleksibel dapat menghambat adopsi fintech dan pengembangan 

sistem baru yang lebih efisien. 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi perlu 

menjadi perhatian dalam penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. 
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Upaya untuk meningkatkan infrastruktur digital, memperkuat keahlian teknologi, 

menyederhanakan kebijakan, dan mengembangkan infrastruktur yang lebih fleksibel dapat 

membantu mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi fintech dalam pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. 

 

4. Penerimaan dan Pemahaman Stakeholder.  

Tantangan lainnya adalah penerimaan dan pemahaman Stakeholder terkait dengan 

penggunaan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Beberapa pihak mungkin 

memiliki ketidakpercayaan atau resistensi terhadap teknologi keuangan baru. Pemerintah daerah 

perlu melakukan sosialisasi yang efektif kepada Stakeholder, termasuk pegawai pemerintah dan 

masyarakat, tentang manfaat dan proses implementasi fintech. Pemahaman yang lebih baik akan 

memfasilitasi adopsi yang lebih lancar. 

Penerimaan dan pemahaman stakeholder memainkan peran krusial dalam penerapan 

fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penting untuk 

memastikan bahwa para pemangku kepentingan terlibat secara aktif, memahami manfaat dan 

implikasi penggunaan fintech, serta mendukung perubahan yang terkait. Penerimaan dan 

pemahaman yang baik dari stakeholder dapat berkontribusi pada keberhasilan implementasi 

fintech dan meminimalkan potensi hambatan atau resistensi yang mungkin muncul. 

Literatur telah mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan dan 

pemahaman stakeholder terkait dengan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan menyoroti pentingnya membangun kesadaran dan pengetahuan yang 

cukup di kalangan stakeholder tentang konsep dan potensi fintech dalam sektor publik. Mereka 

juga menekankan pentingnya mengkomunikasikan manfaat dan keuntungan yang dihasilkan oleh 

penerapan fintech kepada para pemangku kepentingan. 

Selain itu, penelitian ini mengemukakan bahwa keterlibatan stakeholder sejak awal 

dalam perencanaan dan desain implementasi fintech dapat membantu mengurangi resistensi dan 

meningkatkan penerimaan stakeholder. stakeholder menyarankan perlunya mengidentifikasi 

kebutuhan dan harapan stakeholder, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan 

keputusan terkait penggunaan teknologi keuangan. 

Dalam konteks ini, penerimaan dan pemahaman stakeholder perlu diperhatikan dan 

dikelola dengan baik dalam penerapan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. 

Langkah-langkah seperti pendidikan dan sosialisasi tentang fintech, keterlibatan stakeholder 

dalam perencanaan dan implementasi, serta komunikasi yang efektif tentang manfaat dan 

implikasi fintech dapat membantu memastikan dukungan dan kolaborasi yang diperlukan untuk 

keberhasilan penggunaan teknologi keuangan tersebut. 

Penelitian terkait penerimaan dan pemahaman stakeholder penerapan fintech dalam 

manajemen keuangan pemerintah daerah dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan. 

 
No. Stakeholder Tingkat Penerimaan (%) Tingkat Pemahaman (%) 

1 Pemerintah Daerah 80 75 

2 Aparat Pemerintah 70 60 

3 Masyarakat 65 70 

4 Institusi Keuangan 75 80 

5 Swasta 60 65 

 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil terkait 

penerimaan dan pemahaman stakeholder terkait penerapan fintech dalam manajemen keuangan 

pemerintah daerah. Penerimaan stakeholder terkait penerapan fintech dalam manajemen 

keuangan pemerintah daerah secara umum tinggi, terutama dari pemerintah daerah dan institusi 

keuangan, pemahaman stakeholder mengenai teknologi keuangan bervariasi, dengan institusi 

keuangan memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi, tantangan yang perlu dihadapi adalah 

pemahaman yang rendah dari masyarakat dan sektor swasta terkait teknologi keuangan, yang 

dapat menghambat adopsi teknologi secara luas. Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman mereka. 
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Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerimaan terhadap teknologi 

keuangan cukup tinggi, tantangan pemahaman masih perlu diatasi agar penerapan fintech dapat 

berhasil dan digunakan secara luas oleh semua stakeholder terkait. 

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi 

yang komprehensif. Hal ini meliputi penguatan keamanan dan privasi data, pembuatan regulasi 

yang sesuai, peningkatan infrastruktur teknologi, serta komunikasi dan pendidikan yang efektif 

kepada Stakeholder. Dengan mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan 

manfaat teknologi keuangan dalam manajemen keuangan. 

 

SIMPULAN  

Penerapan fintech memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, 

aksesibilitas dan inklusivitas dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan 

solusi teknologi seperti pembayaran digital, pembiayaan berbasis teknologi, analisis keuangan yang 

cepat dan akurat, serta layanan keuangan inklusif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan 

pengelolaan anggaran, memperbaiki proses transaksi keuangan dan menyediakan layanan keuangan 

yang lebih baik kepada masyarakat. 

Namun, penerapan fintech juga dihadapkan pada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu 

tantangan utama adalah keamanan dan privasi data. Dalam era digital yang semakin kompleks, 

pemerintah daerah harus memastikan bahwa data keuangan terlindungi dengan baik dari ancaman 

kejahatan siber, pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Kepatuhan terhadap regulasi 

yang relevan juga penting untuk menjaga keamanan dan privasi data. 

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi juga menjadi tantangan dalam 

penerapan fintech. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa memiliki infrastruktur teknologi yang 

memadai dan akses yang luas terhadap solusi fintech agar dapat mengoptimalkan manajemen keuangan. 

Selanjutnya, penerimaan dan pemahaman Stakeholder juga menjadi faktor penting. Diperlukan 

kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan teknologi keuangan, lembaga akademik, serta 

masyarakat untuk memahami manfaat dan risiko penerapan fintech dalam manajemen keuangan 

pemerintah daerah. 

Dalam rangka menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi penerapan fintech, pemerintah 

daerah perlu terus memperbarui kebijakan, meningkatkan infrastruktur teknologi, melindungi 

keamanan dan privasi data, serta memberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan bagi para 

pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, penggunaan fintech dalam manajemen keuangan pemerintah daerah dapat 

memberikan manfaat yang signifikan jika dikelola dengan baik dan diimbangi dengan langkah-langkah 

yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada. 
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